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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana pembuktian dalam 

pemeriksaan perkara tindak perusakan hutan 

dan bagaimana pembuktian perkara tindak 

pidana perusakan hutan di pengadilan.  Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis 

normative disimpulkan: 1. Alat bukti yang sah 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 

perusakan hutan meliputi: alat bukti 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, seperti: keterangan saksi; keterangan 

ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan 

hal yang secara umum sudah diketahui tidak 

perlu dibuktikan serta alat bukti lain berupa: 

informasi elektronik; dokumen elektronik; 

dan/atau peta. 2. Pembuktian perkara tindak 

pidana perusakan hutan dalam pemeriksaan di 

pengadilan sesuai dengan sistem pembuktian 

negatif yakni ajaran pembuktian yang 

menyatakan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali 

dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah 

dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik 

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya sesuai dengan Pasal 183: Hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya dan 

Pasal 191 ayat (1) Jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas. 

Kata kunci: Alat bukti, tindak pidana, perusakan 

hutan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin 

meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi 

tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah 

merambah ke hutan lindung ataupun hutan 

konservasi. Perusakan hutan telah berkembang 

menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang 

berdampak luar biasa dan terorganisasi serta 

melibatkan banyak pihak, baik nasional 

maupun internasional. Kerusakan yang 

ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, 

penanganan perusakan hutan harus dilakukan 

secara luar biasa. Upaya menangani perusakan 

hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, 

tetapi belum berjalan secara efektif dan belum 

menunjukkan hasil yang optimal.
3
 

Dasar pertimbangan diberlakukannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, pada bagian 

^u�v]u��vP_�Zµ�µ(� ~��W���ZÁ��Zµ��vU� ����P�]�

karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, 

merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara 

dan memberikan manfaat bagi umat manusia 

yang wajib disyukuri, dikelola, dan 

dimanfaatkan secara optimal serta dijaga 

kelestariannya untuk sebesar-besaraya 

kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa pemanfaatan 

dan penggunaan kawasan hutan harus 

dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan 

dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, 

sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga 

keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan 

kehidupan generasi yang akan datang; (c) 

bahwa telah terjadi perusakan hutan yang 

disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; (d): bahwa perusakan hutan, 

terutama berupa pembalakan liar, 

penambangan tanpa izin, dan perkebunan 

tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, 

kerusakan kehidupan sosial budaya dan 

                                                 
3
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lingkungan hidup, serta meningkatkan 

pemanasan global yang telah menjadi isu 

nasional, regional, dan internasional; (e) bahwa 

perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang 

berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas 

negara yang dilakukan dengan modus operandi 

yang canggih, telah mengancam kelangsungan 

kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan yang efektif dan pemberian efek jera 

diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang 

mampu menjamin efektivitas penegakan 

hukum.
4
 

Hukum kehutanan adalah himpunan 

peraturan bidang kehutanan yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi 

kepada pelanggarnya dan mengatur hubungan 

hukum antara pengelola hutan, pengguna 

hutan dan hasil hutan beserta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dengan 

memperhatikan konservasi daya alam hayati 

dan ekosistemnya.
5
 Hukum kehutanan 

merupakan masalah yang sangat menarik untuk 

dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan 

bagaimana norma, kaidah atau peraturan 

perundang-undangan di bidang kehutanan 

dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan 

baik.
6
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 

lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir 

dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita 

hukum nasion.il yaitu memiliki undang-undang 

hukum acara pidana baru yang memiliki ciri 

kodifikasi dan unifikatif berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.
7
 

Penyelesaian perkara tindak pidana 

perusakan hutan memerlukan alat bukti yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

                                                 
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan 
5
 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan 

Pembangunan Bidang Kehutanan, Ed. I. Get. 2. PT. 

RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 1996. hal. 236. 
6
 Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 

Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2011. hal. 1. 
7
 AI. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum 

Acara Pidana, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti. 

Bandung, 2005, hal. 7. 

Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan Pemberantasan 

Perusakan Hutan agar dapat digunakan dalam 

pembuktian perkara di pengadilan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembuktian dalam pemeriksaan 

perkara tindak perusakan hutan? 

2. Bagaimana pembuktian perkara tindak 

pidana perusakan hutan di pengadilan? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dalam menyusun karya ilmiah 

dalam bentuk Skripsi ini menggunakan metode 

hukum normatif dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan hukum berupa bahan-

bahan hukum primer yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang kehutanan dan bahan-bahan 

hukum sekunder yang dapat mendukung 

pembahasan literatur dan karya-karya ilmiah 

hukum serta bahan-bahan hukum tersier, yaitu 

kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum 

yang ada dianalisis secara kualitatif dan 

normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara 

Tindak Pidana Perusakan Hutan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 37 Alat 

bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan 

meliputi: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud da lam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana; dan/atau 

b. alat bukti Iain berupa: 

1. informasi elektronik; 

2. dokumen elektronik; dan/atau 

3. peta. 

Penjelasan Pasal 37 huruf b angka 1 Yang 

dimaksud dengan ^]v(}�u��]��o�l��}v]l_����o�Z�

informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat 

optik atau yang serupa dengan itu. Angka 2 

Yang dimaksud dengan ^�}lµu�v� �o�l��}v]l_�

adalah data, rekaman, atau informasi yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang 

dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 
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benda fisik apa pun selain kertas, atau yang 

terekam secara elektronik, berupa: 

a) tulisan, suara, atau gambar; 

b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 

dan/atau 

c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi 

yang memiliki makna atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu membaca atau 

memahaminya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal I angka 

18: Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang 

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan dialami sendiri. Pasal 1 angka 19: Pelapor 

adalah orang yang memberitahukan adanya 

dugaan, sedang, atau telah terjadinya 

perusakan hutan kepada pejabat yang 

berwenang. Pasal 1 angka 20: Informan adalah 

orang yang menginformasikan secara rahasia 

adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya 

perusakan hutan kepada pejabat yang 

berwenang. 

Alat bukti lainnya yang juga dapat digunakan 

yaitu alat bukti elektronik yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44: 

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan menurut 

ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai 

berikut: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan perundang-undangan; dan 

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 

4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3).  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: 

Informasi Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara. gambar, 

peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 1 angka 4 menyatakan: 

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 

Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui Komputer atau 

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 5 ayat: 

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan Hukum Acara yang 

berlaku di Indonesia. 

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. surat yang menurut Undang-Undang 

harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 

b. surat beserta dokumennya yang 

menurut Undang-Undang harus dibuat 

dalam bentuk akta notaril atau akta 

yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf (a): 

Surat yang menurut undang-undang harus 

dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas 

pada surat berharga, surat yang berharga, dan 

surat yang digunakan dalam proses penegakan 

hukum acara perdata, pidana, dan administrasi 

negara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 6 menyatakan: Dalam hal 

terdapat ketentuan lain selain yang diatur 
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dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan 

bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis 

atau asli, Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang 

informasi yang tercantum di dalamnya dapat 

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

menerangkan suatu keadaan. 

 

B. Pembuktian Perkara Tindak Pidana 

Perusakan Hutan Di Pengadilan 

Hukum pembuktian merupakan seperangkat 

kaidah hukum yang mengatur tentang 

pembuktian, yakni segala proses, dengan 

menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan 

dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur 

khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di 

persidangan, sistem yang dianut dalam 

pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 

hakim untuk menerima, menolak, dan menilai 

suatu pembuktian.
8
 

W�u��]l���vU� ]�o�ZW�^��}���U����������µ���v�

memeriksa suatu proses atau upaya 

penyelidikan; pengusulan perkara dan 

sebagainya_.
9
 Pemeriksaan perkara pidana 

yaitu; ^l�P]���v� µv�µl� u�v�����l�v�

keterangan, kejelasan dan keidentikan 

tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti 

maupun tentang unsur-unsur tindak pidana 

yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau 

peranan seseorang maupun barang bukti dalam 

tindak pidana tersebut menjadi jelas dan 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
10

 

Pembuktian merupakan suatu proses yang 

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah 

dilakukan tindakan dengan prosedur khusus 

untuk mengetahui apakah suatu fakta atau 

pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan 

yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau 

tidak seperti dinyatakan.
11

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur 

mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.  

                                                 
8
 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, 

Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, 

Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 21 
9
 Sudarsono, Op.Cit, hal. 346. 

10
 Anonim, Op.Cit, hal. 315. 

11
 Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan 

Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 

2009, hal. 13. 

Pasal 51 ayat: 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara 

sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan 

tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat 

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya 

terdakwa. 

(2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran 

terdakwa diumumkan oleh penuntut umum 

pada papan pengumuman pengadilan, 

kantor pemerintah daerah, dan/atau 

diberitahukan kepada terdakwa atau 

kuasanya. 

(3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan 

upaya hukum atas putusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak 

putusan dijatuhkan, diumumkan, atau 

diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 

hadir. 

Pasal 52 ayat: 

(1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa 

dan diputus oleh pengadilan negeri dalam 

jangka waktu paling lama 45 (empat puluh 

lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 

penerimaan pelimpahan perkara dari 

penuntut umum. 

(2) Dalam hal putusan pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimohonkan banding, perkara perusakan 

hutan wajib diperiksa dan diputus dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal berkas 

perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. 

(3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi 

dimohonkan kasasi, perkara pembalakan 

liar wajib diperiksa dan diputus dalam 

jangka waktu paling lama 50 (limapuluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal berkas 

perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 

Pasal 53 ayat (1) Pemeriksaan perkara 

perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, 

dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 

(tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim 

karier di pengadilan negeri setempat dan dua 

orang hakim ad hoc. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa 

seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila 

perbuatannya itu mencocoki semua unsur 

tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-

pasal undang-undang pidana, Adalah menjadi 

tuntutan normatif yang harus dipenuhi 
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bilamana seseorang dapat dipersalahkan 

karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu 

perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki 

semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu 

unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak 

dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah 

tindak pidana yang dituduhkan kepada si 

pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal 

demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif 

tersebut dalam perkembangannya mengalami 

pergeseran di mana seseorang dapat 

dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana 

yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang 

umumnya bersifat tidak tertulis.
12

 

Suatu alat bukti yang dipergunakan di 

pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, 

di antaranya:  

a. Diperkenankan oleh undang-undang 

untuk dipakai sebagai alat bukti; 

b. Reability. yaitu alat bukti tersebut dapat 

dipercaya keabsahannya; 

c. Necessity, yakni alat bukti yang diajukan 

memang diperlukan untuk membuktikan 

suatu fakta; 

d. Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan 

mempunyai relevansi dengan fakta yang 

akan dibuktikan.
13

 

 

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke 

pengadilan merupakan alat bukti yang harus 

relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti 

yang tidak relevan akan membawa risiko dalam 

proses pencarian keadilan, diantaranya, akan 

menimbulkan praduga-praduga yang tidak 

perlu sehingga membuang-buang waktu, 

penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak 

proporsional karena membesar-besarkan 

masalah yang kecil atau mengecilkan masalah 

yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan 

menyebabkan proses peradilan menjadi tidak 

sesuai lagi dengan asas peradilan yang 

dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya 

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
14

 

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat 

menyatakan pelaku terbukti mempunyai 

maksud seperti itu, hakim tidak perlu 

menggantungkan diri pada adanya pengakuan 

dari pelaku, melainkan ia dapat menarik 

                                                 
12

 Roni Wiyanto, Op.Cit, hal. 166. 
13

 Alvi Syahrin, Op.Cit,hal.l4. 
14

 Ibid, hal. 15. 

kesimpulan berdasarkan keadaan atau 

kenyataan yang ia jumpai selama melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku di sidang 

pengadilan.
15

 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: 

^,�l]u� �]��l� �}o�Z� menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah u�o�lµl�vvÇ�X_�

W�vi�o���v� W���o� íôïW� ^<���v�µ�v� ini adalah 

untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan 

��v�l�����]�v�Zµlµu���P]���}��vPX_ 

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

menyatakan: ^jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas_. 

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat 

bukti yang ditentukan dengan undang-undang 

tidak cukup membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa, terdakwa 

dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat 

(1) KUHAP Ç�vP� ����µvÇ]W� ^i]l�� ��vP�dilan 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa 

diputus bebas_.
16

 

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat 

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 

dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan 

bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, 

yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP 

Ç�vP� ����µvÇ]W� ^i]l�� pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh kerena 

itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang 

menilai serta mempertimbangkan nilai 

pembuktian. Meneliti sampai dimana batas 

                                                 
15

 P.A.F. Lamintang dan Theo Laminlang, Delik-Delik 

Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, 

Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan 

Peradilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. 

Jakarta. 2009, hal. 171. 
16

 Alfitra,Op.Cit. hal. 21. 
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minimum kekuatan pembuktian atau bewijs 

kraeht dari setiap alat bukti yang disebut dalam 

Pasal 184 KUHAP_.
17

 Pembuktian; proof 

(KUHAP; 45:3) yaitu: ^��v�����v� l���o�Z�v�

terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang 

ditentukan oleh undang-undang, maupun di 

luar undang-undang_.
18

 

Pembuktian yaitu:  

a. Sistem pembuktian yang positif, 

yaitu pembuktian yang hanya 

didasarkan pada alat bukti yang 

tercantum di dalam undang-

undang; 

b. Sistem pembuktian yang hanya 

didasarkan pada keyakinan hakim 

semata-mata. Dalam pembuktian 

ini, maka yang menonjol adalah 

subjektifitas hakim; 

c. Pembuktian yang didasarkan pada 

keyakinan hakim didasarkan pada 

pertimbangan hakim yang logis. 

Dalam sistem pembuktian ini akan 

���o�lµW� ^pernyataan kalau begitu 

�]��l� uµvPl]v� ���µ� ����o]lvÇ�_U�

artinya sesuatu yang menurut akal 

sehat terjadi, maka akan terjadi; 

d. Sistem pembuktian negatif, dalam 

sistem ini pembuktian didasarkan 

pada ada atau tidaknya alat bukti 

yang diperoleh dari barang bukti di 

mana alat bukti itu hakim 

mendapat keyakinan bahwa 

seseorang itu bersalah atau tidak 

bersalah.
19

 

 

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian 

yang mana yang dianut oleh peradilan 

Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) 

menyebutkan jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas. Dengan berpedoman pada pasal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

mempidana seseorang hakim harus mendapat 

                                                 
17

 Ibid. 
18

 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 27. 
19

 Waluyo, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana 

(Sebuah Catalan Khusus) Baku Ini Berguna Bagi Para 

Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi 

Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman. Cetakan I, Mandar 

Maju. Bandung. 1999, hal. 99-100. 

keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan 

dalam undang-undang sehingga terdakwa 

dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, 

sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di 

Indonesia menganut pembuktian yang 

negatif.
20

 Akan tetapi, juga perlu diperingatkan 

bahwa tidak setiap orang yang terbukti 

memenuhi semua unsur dari suatu tindak 

pidana selalu harus dipandang sebagai pelaku 

dari tindak pidana tersebut, karena orang yang 

turut melakukan tindak pidana itu pun harus 

memenuhi semua unsur dari tindak pidana 

yang bersangkutan, agar ia dapat dipandang 

sebagai mededader atau sebagai orang yang 

turut melakukan tindak pidana tersebut.
21

  

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara negative, negatiefwettwlijk 

bewijsleer, yaitu: ajaran pembuktian yang 

menyatakan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, 

kecuali dengan sekurangnya dua alat 

bukti yang sah dan ia memperoleh 

keyakinan bahwa delik benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Pembuktian ini dianut di 

Indonesia dan Belanda. Ada negara yang 

menganut pembuktian bebas tergantung 

keyakinan hakim dan alat bukti tidak 

terbatas yang disebut dalam undang-

undang, seperti Prancis. 

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim melulu, Moot gemoedilijke 

overtuiging; conviction intime, yaitu 

ajaran pembuktian yang menyatakan 

bahwa hakim menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa berdasarkan 

keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga 

pembuktian bebas. Dahulu pada zaman 

pra penjajahan, hakim adat Indonesia 

sering menerapkan pembuktian 

berdasarkan keyakinan melulu. 

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang 

rasional, berenderieerde bewijsleer, yaitu 

ajaran pembuktian yang menyatakan 

bahwa hakim menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, 

tetapi keyakinannya itu didasarkan 

                                                 
20

 Ibid, hal.100. 
21

 Ibid, hal. 164-165. 
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segala alat bukti yang ada dengan 

mempergunakan alasan yang rasional. 

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang 

melulu, positief wettelijke bewijsleer, 

yaitu ajaran pembuktian yang 

menyatakan bahwa hakim menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa berdasarkan 

alat bukti yang hanya ditentukan oleh 

undang-undang tanpa perlu ada 

keyakinan hakim.
22

 

 

Kekuatan pembuktian (KUHAP, 188: 3), 

yaitu:  

^E]o�]� kekuatan alat bukti untuk 

menentukan kesalahan terdakwa, misalnya 

keterangan saksi aslinya verklaringen van 

een getuige (keterangan seorang saksi). Jadi, 

jika ada dua orang saksi, maka sudah 

memenuhi bukti minimum, berupa dua alat 

bukti, akan tetapi jika ada sepuluh surat, 

maka dihitung satu alat bukti, karena aslinya 

schriftelijke bescheidingen (surat-surat)_.
23

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan 

perkara tindak pidana perusakan hutan 

meliputi: alat bukti sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti: 

keterangan saksi; keterangan ahli; surat; 

petunjuk; keterangan terdakwa dan hal 

yang secara umum sudah diketahui tidak 

perlu dibuktikan serta alat bukti lain 

berupa: informasi elektronik; dokumen 

elektronik; dan/atau peta. 

2. Pembuktian perkara tindak pidana 

perusakan hutan dalam pemeriksaan di 

pengadilan sesuai dengan sistem 

pembuktian negatif yakni ajaran 

pembuktian yang menyatakan bahwa 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa, kecuali dengan 

sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia 

memperoleh keyakinan bahwa delik benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya sesuai dengan Pasal 183: 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

                                                 
22

 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 27-28. 
23

 Ibid, hal. 28 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya dan Pasal 191 ayat (1) Jika 

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa 

atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

 

B. Saran 

1. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan 

perkara tindak pidana perusakan hutan 

termasuk juga informasi elektronik; 

dokumen elektronik; dan/atau peta, 

sehingga diperlukan bantuan para ahli yang 

memiliki kompetensi untuk membantu 

mengungkapkan kebenaran bahwa pelaku 

tindak pidana menggunakan informasi 

elektronik; dokumen elektronik; dan/atau 

peta untuk melakukan perusakan hutan 

dalam pemeriksaan alat bukti di 

pengadilan. 

2. Di pengadilan pembuktian perkara tindak 

pidana perusakan hutan memerlukan 

kecermatan bagi para hakim dalam menilai 

serta mempertimbangkan nilai pembuktian 

dan meneliti batas minimum kekuatan 

pembuktian dari setiap alat bukti yang sah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana dan alat bukti 

lain seperti informasi elektronik; dokumen 

elektronik; dan/atau peta yang diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

Pemberantasan Perusakan Hutan untuk 

memutuskan terdakwa bersalah atau tidak 

bersalah, sehingga putusan hakim dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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